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DKI Diminta Cocokkan Data Warga Miskin

¢ Bantuan Rp7,77 Triliun Tepat Sasaran

JAKARTA (Poskota) -
DPRD DKI meminta Pemer-
intah Provinsi (Pemprov)
DKI Jakarta untuk men-
sinkronisasi data war-
ga miskin secara berkala
berkala. Pasalnya, angga-
ran yang disiapkan sebesar
Rp7,77 triliun sesuai Rap-
erda APBD tahun anggaran
2024 harus terserap den-
gan baik.

Diketahui, berdasarkan
data terpadu kesejahteraan
sosial (DTKS) Kementeri-
an Sosial, hingga saat ini
ada sebanyak 5,2 juta orang
tercatat sebagai penduduk
miskin. Berdasarkan data
itu, Pemprov DKl telah me-
nyiapkan anggaran Rp 7,77
triliun untuk menangani ke-
miskinan di Ibu Kota

Dimana program itu,
menjadi salah satu dari
enam program prioritas
yang diusulkan Pj Guber-
nur DKI Jakarta Heru Budi
Hartono untuk dibahas dan

didalami DPRD DKI Jakarta.

“Ketepatan sasaran itu
faktor yang sangat pent-
ing. Masyarakat yang ma-
suk kategori miskin belum
tentu tiga atau empat bu-
lan lagi masih di kategori
tersebut,” kata Wakil Ketua
Komisi E DPRD DKI, Angg-
ara Wicitra Sastroamidjojo,
yang dikutip Senin (30/10).

Anggara mengakui bah-
wa data 5,2 juta jiwa war-
ga masuk kategori miskin
jtu merupakan jumlah yang
sangat besar dan perlu
identifikasi ulang untuk
mengetahui jumlah yang
akurat. Karena itu, ia pun
ia mendorong Dinas Sos-
ial DKI Jakarta untuk ter-
us melakukan sinkronisasi
data penduduk miskin se-
cara berkala, agar pembe-
rian bantuan tepat sasaran.

Anggara menyampai-
kan, anggaran penanggu-
langan kemiskinan sebesar
Rp7,77 triliun dalam Raper-

da APBD tahun 2024 meru-
pakan akumulasi dari tiga
program jaminan sosial
yang ada di Dinas Sosial.
Yakni untuk program Kartu
Anak Jakarta, Kartu Lansia
Jakarta dan Kartu Penyan-
dang Disabilitas Jakarta.
Anggara pun berharap
Dinas Sosial terus mening-
katkan sinergitas kerja bers-
ama jajaran UKPD di tingkat
wilayah sampai laporan RT
dan RW, juga memanfaat-
kan peran kader lingkun-
gan. "Jadi pemandu pad-
uan data, perbaikan data
berkala itu sangat penting
sebelum melakukan evalu-
asi-evaluasi bantuan sosial
yang kita berikan," kata dia.
Sementara itu, Kepala
Dinas Sosial DKI Jakarta
Premu Lasari mengatakan,
pihaknya saat ini sedang
melakukan verifikasi dan
validasi data terhadap para
penerima jaminan sosial.
"Agar tepat sasaran

berdasarkan kriteria yang
ditetapkan Undang-Undang
Penanganan Fakir miskin
yaitu ada dalam data ter-
padu kesejahteraan sosial
(DTKS),” kata dia.

Premi menjelaskan,
dari verifikasi dan valida-
si yang dilakukan sejauh
ini pihaknya telah menge- -
luarkan sebanyak 1,1 juta
orang dari 5,2 juta yang ber-
dasarkan DTKS berstatus
miskin.

“Kalau dari data DTKS,
itu yang saat ini kita laku-
kan verifikasi dan valida-
si lapangan, dan disana
kita temukan ada 1,1 juta
orang yang sudah tidak lay-
ak mendapatkan Bansos.
Inilah yang kami keluarkan
dari penerima Bansos. Total
anggaran yang kami siap-
kan tahun 2024 Rp700 mil-
iar untuk semua jenis Ban-
sos baik kategori anak, lan-
sia, maupun disabilitas,” tu-
tup Premi. (*/Ifn)



